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BAB IV 

ANALISIS PEMIKIRAN MAHMUD SYALTUT 

TENTANG PERSAKSIAN NONMUSLIM DALAM 

PEMBUKTIAN 

A. Analisis Pendapat Mahmud Syaltut Tentang Persaksian 

Nonmuslim dalam Pembuktian 

Dalam permasalahan al-syahadah (persaksian) 

nonmuslim terhadap orang Islam. Mahmud Syaltut dengan tegas 

berpendapat, bahwa persaksian nonmuslim terhadap orang Islam 

adalah sah dan boleh baik dalam masalah muamalah maupun 

dalam masalah jinayah (perdata dan pidana).
92

 Ia 

mengungkapkannya sebagai berikut: 

ٝ ٍَؾَ ٍُِِغُّْاٌْش١َْغَ حِبدََٙشَ يِْٛجُلَ ِِْٓ ؽ٠ََُّْٕ ١ًٌٌََِْبدَ َُٗٔأَ هٌَِرَ ًِوُ ْٟفِ َٓؿِِْا أُرَاِ

ُّ َِؿَُِ ِِْٓ ١َُُْْٕٙثَ ِٗؾِْٛلُُٛثِ حُبدَاٌؿَ دِشَب ج١ََّْفِ ٍُِِغْاٌ 93بدِب٠ََٕجَِٚ بدٍَِب
 

Bila diteliti lebih mendalam mengenai hal itu (pelarangan 

nonmuslim menjadi saksi terhadap orang Islam), sesungguhnya 

tidak ada argumentasi yang melarang diterimanya kesaksian 

orang non Islam terhadap orang Islam mengenai hal-hal yang 

berlaku diantara mereka, baik dalam persoalan muamalah atau 

jinayah. 
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Pendapat itu di perkuat dengan pendapat bahwa: 

pertama, orang Islam boleh bergaul dengan orang nonmuslim 

bahkan diperbolehkan memakan makanan mereka. Pendapat 

kedua adalah nas al-Qur‟an yang berbunyi :   

َٓ ؾٍََٝ   ًَ الُله ٌٍْىَبفش٠ْ ْٓ ٠َجْؿَ َٓ عَج١ٍَْبٌََٚ ُّٛء١ِْْٕ 94اٌْ
  

Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada 

orang kafir untuk menghinakan orang-irang beriman. 

Ayat ini tidak berkaitan dengan masalah persaksian dan 

peradilan, tapi berkaitan dengan masalah kemuliaan, kekuasaan 

dan kemenangan. Ketiga, yang diperlukan dalam memutuskan 

perkara ialah bukti-bukti yang menyingkapkan suatu kebenaran, 

sehingga terbukti pelaku tindak kejahatan. Ini tergantung dengan 

kebenaran yang diungkapkan saksi, bukan berkaitan dengan 

siapa saksi itu. Keempat, ayat yang menyatakan; 

ُْ ِِٓ سِّجَبٌِىُ  ِٓ ١ِٙذ٠َْ ِٙذُٚا شَ  ...َٚاعْزَشْ

Dan persaksian dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 

diantaramu.
95

 

Dalam ayat ini menerangkan mengenai saksi yang dapat 

memberikan kepercayaan dalam transaksi keuangan, bukan 
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dalam masalah memutuskan perkara di peradilan.
96

 Oleh karena 

itu menurut Mahmud Syaltut, apabila bukti-bukti telah jelas 

secara materil, maka tidak ada jalan lain bagi seorang hakim, 

melainkan ia tinggal memutuskan perkara, tanpa melihat siapa 

yang menjadi saksi. Seperti yang diungkapkannya sebagai 

berikut: 

ٝ زََِ ٍُِِغٌُّْْاش١َْغَ حِبدََٙشَثِ ُُىُذ٠ََْٚ خ١ََؿِطْمَاٌْ ِْأَشْمَبٌْٝ ثِبضِمَاٌْ ُُىُذ٠َْ هٌَِرَ َِِْٓٚ

ََٚٙثِ كَثََٚ 97 ب١ٌََْٙإِ َْؤََّاطْب 
 

Dan dari itu, hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan 

bukti-bukti yang pasti, dan ia dapat pula menjatuhkan putusan 

berdasarkan saksi nonmuslim, jika ia merasa yakin atas 

kebenarannya dan merasa puas atas persaksiannya. 

Mahmud Syaltut   dalam menfsirkan ayat al-Qur‟an 

menggunakan metode penafsiran al-Maudu‟i yaitu dengan 

pendekatan tematik (memahami ayat yang berkaitan dengan 

topik yang dibahas).
98

 yaitu dengan menghimpun sejumlah ayat 

dari beberapa surat yang sama membicarakan suatu masalah 

tertentu.
99

  Menurutnya, maksud dari ayat tentang saksi 

nonmuslim tersebut adalah berkaitan dengan soal kepercayaan 
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mengenai transaksi hutang piutang, bukan berkaitan dengan 

persoalan di depan pengadilan. Dan topiknya bukan tentang 

permasalahan saksi di depan pengadilan. Ayat tersebut juga 

memberikan cara dan jalan yang sebaik-baiknya untuk 

mendapatkan kepercayaan dari pihak-pihak yang melakukan 

transaksi.
100

  

Mahmud Syaltutberpendapat bahwa, nonmuslim bisa 

menjadi saksi orang Islam dalam persoalan jinayah atau 

muamalah. Karena menurut Mahmud Syaltut, dalam himpunan 

ayat-ayat mengenai al-syahadah (persaksian) tidak ada larangan 

jelas mengenai tidak diterimanya saksi nonmuslim terhadap 

orang Islam. Dengan demikian persaksian nonmuslim terhadap 

orang Islam dalam masalah perdata atau masalah pidana 

diperbolehkan. Adapun pelarangan orang nonmuslim menjadi 

saksi untuk orang Islam, yang muncul dikalanan mayoritas 

ulama (jumhur ulama) itu disebabkan oleh suatu persyaratan 

bahwa orang yang menjadi saksi itu harus adil. Sedangkan sifat 

adil itu menurut jumhur didapatkan pada orang muslim saja. 

Pemahaman itu ditolak oleh Mahmud Syaltut, karena sifat adil 

itu tidak ditentukan dari siapa yang menyatakannya, tetapi 

keadilan itu dinilai dari apa yang dinyatakannya itu sesuai fakta 
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atau tidak. Bahkan ada juga sementara pendapat dikalangan 

fuqaha yang melarang orang nonmuslim menjadi saksi orang 

nonmuslim lainnya dalam masalah jinayah karena tidak 

dianggap adil.
101

 

Sedangkan pendapat Mahmud Syaltut yang 

mensejajarkan saksi nonmuslim sama sederajat dengan orang 

Islam itu dapat dipahami sebagai berikut: pertama, orang Islam 

diperbolehkan memakan makanan (sembelihan) nonmuslim, 

maka sudah selayaknya jika persaksian mereka itu tidak 

dibedakan. kedua, dalam memutuskan perkara yang penting 

adalah bukti-bukti yang dapat menguak suatu fakta bukan  

berkaitan dengan siapa yang membawa fakta itu (saksinya). 

Ketiga, tidak ada larangan dalam nas al-Qur‟an secara tegas 

yang membedakan persaksian yang diberikan orang nonmuslim 

dengan orang Islam. Keempat, yang ditegaskan dalam al-Qur‟an 

adalah saksi yang berlaku adil dan jujur. Kelima, dalam surat al-

Ma‟idah (5) ayat 106, ditegaskan mengenai kebolehan 

nonmuslim menjadi saksi dalam masalah wasiat, hal ini 
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semestinya dalam logika dapat diambil acuan bahwa dalam 

masalah lainpun nonmuslim sah dan dapat menjadi saksi.
102

 

Mahmud Syaltut juga berpendapat, bahwa surat al-

Baqarah (2) ayat 282 itu, bukanlah pembahasan yang berkenaan 

dengan masalah hukum di hadapan pengadilan, melainkan 

petunjuk kearah mendapatkan kepercayaan bagi pihak-pihak 

yang melakukan transaksi finalsial.
103

 Dengan demikian, beliau 

mempunyai penafsiran terhadap surat al-Baqarah ayat 282, 

berbeda dengan para fuqaha lainnya yang menganggap ayat itu 

berkenaan dengan persaksian dalam segala persoalan. Mengenai 

hal yang disebutkan dalam ayat tersebut yaitu”satu orang laki-

laki dan dua orang wanita”, karena saat itu (secara sosiologis) 

wanita tidak terbiasa terjun dalam perniagaan, sehingga 

ingatannya di kawatirkan lemah dibandingkan dengan laki-laki 

yang saat itu menekuninya. Syaltut menegaskan:”bahwa al-

Qur‟an diwahyukan pada saat kaum wanita tidak lazim aktif 

dalam berbagai transaksi finansial dan kurang akrab dengan 

masalah perniagaan dibanding dengan kaum laki-laki, oleh 

karenya ingatan kaum wanita itu dalam urusan keuangan lemah 

(mudah lupa), sebaliknya dalam urusan rumah tangga wanita 
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lebih unggul. Memang sudah menjadi sifat manusia pada 

umumnya, bahwa ingatannya itu kuat dalam persoalan yang ia 

menekuninya, berkonsentrasi dan terlibat didalamnya”
104

  

Mahmud Syaltut menegaskan:” jika kaum wanita itu berada 

dalam posisi dan tradisi ikut terlibat dalam urusan perdagangan, 

keuangan dan transaksi hutang piutang, maka tentu saja mereka 

berhak mensejajarkan diri untuk mendapatkan kepercayaan 

dalam kesaksian sebagaimana kepercayaan yang diperoleh 

seorang laki-laki”.
105

 

Menurut Mahmud Syaltut dalam masalah persaksian (al-

syahadah) ini, secara implisit maupun eksplisit tidak terdapat 

suatu larangan mengenai persaksian nonmuslim atas orang Islam 

dalam surat al-Baqarah (2) ayat 282 di atas.
106

 Lagi pula tidak 

ada dalil sebagai bukti yang melarang kesaksian orang 

nonmuslim baik dalam masalah perdata maupun pidana.
107

 

Pendapat Mahmud Syaltut yang membolehkan 

nonmuslim menjadi saksi terhadap orang Islam, baik dalam 

masalah muamalah maupun masalah jinayah, tentu saja tidak 
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sejalan dengan pendapat yang berkembang dikalangan para 

fuqaha selama ini. Mengenai kesaksian non muslim ini banyak 

sekali ditemukan adanya perbedaan pendapat diantara fuqaha 

dalam menetapkan boleh tidaknya kesaksian nonmuslim. 

Fuqaha berpendapat tidak bisa diterima persaksian nonmuslim 

terhadap orang Islam.
108

 Para fuqaha dari kalangan Hanafi dan 

Hambali membolehkan nonmuslim menjadi saksi bagi orang 

Islam, namun terbatas dalam permasalahan wasiat dalam 

perjalanan saja.
109

 Pendapat ini berdasarkan surah al-Maidah (5) 

ayat 106. Para fuqaha memang bersepakat tidak membolehkan 

saksi dari kalangan nonmuslim dalam kasus-kasus pidana atas 

orang Islam.
110

 Bahkan adapula sementara pendapat diantara 

para fuqaha yang mengesampingkan nonmuslim sendiri tidak 

boleh menjadi saksi terhadap nonmuslim lainnya dalam kasus-

kasus pidana.
111

 Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, 

menyatakan bahwa kesaksian nonmuslim tidak boleh diterima 

sama sekali baik kesaksiannya terhadap orang Islam maupun 

nonmuslim sendiri, namun beliau membolehkan kesaksiannya 
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terhadap muslim hanya mengenai wasiat dalam perjalanan.
112

 

Khatib Sarbani menyatakan bahwa syarat untuk diterima 

kesaksiannya harus orang Islam, oleh karena itu tidak diterima 

kesaksian orang kafir terhadap orang Islam, demikian 

sebaliknya. Maksudnya orang Islam harus menggunakan 

kesaksian orang Islam tidak boleh orang non Islam, demikian 

juga orang kafir tidak boleh menggunakan saksi dari agama 

Islam.
113

 Ibn Rusyd juga tidak membolehkan kesaksian orang-

orang kafir, kecuali kesaksian yang masih diperselisihkan oleh 

mereka kebolehannya, yaitu tentang pemberian wasiat dalam 

bepergian.
114

 Fuqaha‟ mensyaratkan adanya saksi itu harus 

orang Islam, maka tidak bisa diterima kesaksian orang 

nonmuslm terhadap orang Islam.
115

 Sedangjan Fuqaha‟ dari 

kalangan Mazhab Hanafi dan Hambali membolehkan orang non 

Islam menjadi saksi atas orang Islam, namun terbatas dalam soal 

wasiat dalam perjalanan saja.
116

 Tetapi dikalangan madhab 

Hanafi memberikan sedikit kelonggaran bagi saksi orang zimmi, 
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yaitu orang zimmi dapat menjadi saksi terhadap orang zimmi 

yang lain bila ia dikenal adil.
117

 Tetapi tidak dapat menjadi saksi 

terhadap orang Islam dalam masalah pidana. Dalam soal-soal 

menyangkut pidana ini, para fuqaha secara tegas memberikan 

persyaratan seorang saksi itu harus; dewasa, berakal, adil, 

terpercaya, tidak bisu, tidak buta, dan Islam.
118

 Menurut Mustafa 

Diibul Bigha kesaksian tidak dapat diterima kecuali dari orang 

yang pada dirinya terhimpun lima sifat, yaitu: Islam, dewasa, 

berakal, merdeka dan adil. Sedangkan orang kafir bukan orang 

adil dan tidak termasuk kita, lagi pula kesaksian itu merupakan 

bantuan atau kekuasaan, sedangkan orang kafir itu tidak 

mempunyai kekuasaan.
119

 Muhammad Salam Madkur dalm 

kitabnya Al-Qada fi al-Islam mengatakan bahwa, “adapun 

kesaksian nonmuslim untuk orang Islam, maka oleh karena 

masalah kesaksian pada dasarnya adalah masalah kekuasaan 

padahal nonmuslim tidak berkuasa atas muslim, maka kesaksian 
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nonmuslim atas orang Islam tidak diperkenankan, kecuali dalam 

keadaan darurat.
120

 

Dari pemaparan pendapat para ulama dan Mahmud 

Syaltut di atas, penulis lebih berpihak dan setuju dengan 

pendapat Mahmud Syaltut yang membolehkan persaksian 

nonmuslim. Menurut penulis yang bisa menjadi saksi adalah 

orang yang saat terjadi tindak pidana dia menyaksikan dan 

mengetahui secara detail terjadinya tindak pidana tersebut, saksi 

tersebut dapat dipercaya dan sehat akalnya. Apabila nonmuslim 

sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka bisa di terima 

kesaksiannya. Hal ini diperkuat oleh pendapatnya Ibnu Qayyim, 

ia menyebutkan bahwa: kesaksian mereka itu boleh, tapi 

bolehnya diterima kesaksian mereka itu dengan sumpah dalam 

semua perkara yang tidak didapatkan saksi yang Islam.
121

 Lebih 

lanjut Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa dalam masalah 

persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat 

mengungkapkan tabir yang menutupi kebenaran, orang-orang 

yang dapat mengungkapkan kebenaran itu adakalanya dari 

orang-orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat 
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dijamin kepercayaannya, maka dalam hal ini kesaksiannya dapat 

diterima. Menurut analisis penulis juga tidak ditemukan ayat 

dalam al-Qur,an yang menerangkan saksi harus dari kalangan 

orang Islam sehingga hal ini menjadikan pendapat yang 

menyatakan tidak diterimanya persaksian nonmuslim adalah 

tidak mutlak.  

B. Analisis Istimbat Hukum dan Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Istimbat Hukum Mahmud Syaltut 

Tentang Persaksian Nonmuslim dalam Pembuktian 

a. Istimbat Hukum 

Istimbat hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau 

dikeluarkan oleh pakar hukum (fikih)untuk mengungkapkan 

suatu dalil hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang 

terjadi.
122

 Istimbat hukum dalam permasalahan nonmuslim ini 

adalah dengan memahami langsung ayat al-Qur‟an dalam surat 

al-Baqarah ayat 282. Pada ayat yang menerangkan tentang 

permasalahan persaksian ini, secara implisit maupun eksplisit 

tidak terdapat suatu larangan persaksian nonmuslim atas orang 

Islam, kalau di analisis secara mendalam sesungguhnya tidak 

ada dalil yang bisa digunakan sebagai bukti  yang melarang 
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kesaksian nonmuslim terhadap orang Islam dalam permasalahan 

pidana (jarimah).
123

 Seperti halnya dalam surat yang 

menerangkan tentang jarimah Qadzaf yaitu surat An-Nur ayat 

(4): 

َٙذَاء ُْ ٠َؤْرُٛا ثِؤَسْثَؿَخِ شُ ٌَ َُّ ُّذْظََٕبدِ ثُ َْ اٌْ ُِٛ َٓ ٠َشْ  ....َٚاٌَّز٠ِ

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik 

(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang 

saksi... 

 Pada surat An-Nur ayat (4) tersebut tidak disebutkan 

secara jelas seorang saksi itu harus dari orang Islam, hanya 

disebut jumlah saksi harus empat orang. Secara etimologi kata 

َ٘ذَ َ٘ذَ yang berasal dari kata شَب َ٘ذَ -٠ُشَب٘ذَ -شَب حَُِشَب  , artinya melihat 

dengan mata kepala atau orang yang ahli.
124

 Dari pengertian 

tersebut yang lebih di utamakan menjadi saksi adalah orang 

yang ahli dalam bidang persaksiannya, seperti contoh ahli 

hukum, ahli ilmu teknologi. Hal tersebut lebih utama dalam 

masalah persaksian daripada mensyaratkan harus dari kalangan 

tertentu. Sedangkan yang lebih penting lagi orang tersebut 

melihat melihat tindak pidana dengan mata kepala sendiri. 

Sebagaimana yang dikatakan Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqih 
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Sunnah sebagai berikut: Bahwa kesaksian (Syahadah) itu 

diambil dari kata musyahadah, yang artinya melihat dengan 

mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu 

memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. 

Sayyid Sabiq menyamakan arti syahida dengan „alima 

(mengetahui), karena syahid adalah orang yang membawa 

kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa 

yang tidak diketahui orang lain.
125

 Menurut jumhur ulama kata 

syahadah (saksi) bersinonim dengan kata bayyinah, Menurut 

Ibnu Qayyim al Jauziyah pengertian bayyinah ialah apa saja 

yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran suatu 

perkara sebagaimana Qarinah-Qarinah yang Qat‟iyah.
126

 

Pendapat Ibnu Qayyim ini sesuai dengan pendapat Mahmud 

Syaltut bahwa saksi itu adalah sesuatu bukti nyata yang bisa 

megungkapkan sebuah kebenaran. 

Mengenai perbedaan pendapat anatara pemikiran 

Mahmud Syaltut dengan jumhur ulama dapat dijelaskan, bahwa 

perbedaan yang dilarang ialah menengenai masalah yang sudah 

jelas dan terang nasnya, seperti perselisihan tentang soal tauhid, 

mengenai kewajiban ibadah, Serta perselisihan tentang soal 
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keimanan kepada hari kebangkitan dan pembalasan. Begitu pula 

perbedaan faham terhadap keharusan menjadikan kitabullah 

sebagai dasar tasyri‟.
127

 

Akan tetapi berbeda dengan permasalahan saksi 

nonmuslim, karena tidak ada dalil yang secara jelas melarang 

persaksian nonmuslim, maka diperbolehkan adanya ijtihad yang 

berbeda. Hal ini sesuai dengan kaidah berikut:  

ْٟ اٌْؤَش١َْبءَ اْلإثَبدَخُ ًُ ف ٌْؤَطْ َٝ اٌْزَذْش٠ُْ اَ ًُ ؾٍَ 128دَزَٝ ٠َذُيَ اٌْذ١ٌَْ
 

Bahwa hukum yang asal (dasar) atas segala sesuatu itu boleh 

sehingga ada dalil yang mengharamkannya. 

Ketika melihat perkembangan sosial dan hukum yang 

semakin berkembang, maka hukum Islam yang bersifat 

muamalah hendaknya bisa menyesuaikan perkembangan 

tersebut. Karena jtihad itu disesuaikan dengan maslahah yang 

timbul. Hal ini telah dikemukakan oleh Mahmud Syaltut: 

ُٚجذَ  َٕب  ُ٘  ْٓ َِٚ َٚاٌْؤَشْخَض  ِْىََٕخ  َٚاٌْؤَ َّظٍَْذَخُ ف١ْٗ ثزَغ١َُش الَأصَِْٕخ  رَخْزٍَفُ اٌْ

َٙبدُ 129اٌْئجْز
 

perbedaan suatu masalah dalam suatu produk hukum itu 

tergantung pada perubahan zaman, tempat, individu, dan dari 

sini timbulnya suatu ijtihad.   
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Pendapatnya tersebut dikuatkan pula dengan pernyataan 

yang lain sebagai berikut: (َّظٍَْذَخ َٙبدُ ثزَغ١َُش رَجؿَب ٌٍْ  bahwa) (الإجْز

ijtihad itu berubah sesuai(mengikuti) dengan maslahah yang 

ada). 

Secara tegas ia berpendapat  maslahah dalam islam 

sebagai berikut: 

َٚخفْعُ   َٚرَذْم١ْكُ اٌْؿَذَاٌَخُ  َِظَبٌخُ اٌْؿُجَبدُ  َٕب ٠َشَادُ ثٗ رَذْث١ْشَ  َُ إٌَب د٠ْ َْ اٌْئعٍَْب َّب وَب فَ

ْٛق 130اٌْذُمُ
 

Islam itu semata-mata agama yang dikehendaki darinya 

pengaturan maslahah manusia, terialisirnya keadilan dan 

terjaganya hak-hak individu atau masyarakat.  

Bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan 

maslahah bagi kehidupan manusia dan menjadikan keadilan 

sebagai suatu prinsip yang harus direalisasi. Dengan demikian, 

hak-hak seseorang akan terjaga dan terlindungi. 

b. Faktot-faktor yang Mempengaruhi 

Pergolakan dan perubahan yang terjadi di Mesir pada 

saat Mahmud Syaltut hidup, sangat berpengaruh pula dengan 

cara berfikir Mahmud Syaltut, apalagi ia terlibat langsung di 

dalamnya yaitu saat ia hidup di kota. Ketika Mahmud Syaltut 
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melanjutkan pendidikan di al-Ma‟had al-Dini Iskandariah, di 

sini Syaltut mendapatkan suasana pendidikan yang berbeda. Al-

Ma‟had al-Dini Iskandariah saat itu telah memasukan ilmu 

pengetahuan umum ( al-Ulum al-Hadisah ) dalam kurikulumnya 

serta mendorong kebebasan berfikir siswanya.
131

 Pendidikan 

yang ditanamkan di  al-Ma‟had al-Dini Iskandariah ini tumbuh 

pada pola berfikir Mahmud Syaltut terutama dalam masalah 

kebebasan berfikir. 

Pada masa hidup Mahmud Syaltut, Mesir sedang 

mengalami perubahan sosial yang begitu cepat. Kedatangan 

bangsa eropa dengan kemajuan teknologinya membuka cara 

pandang berfikir masyarakat Mesir, begitu pula berpengaruh 

terhadap cara pandang dan berfikirnya Mahmud Syaltut. 

Ditengah nilai-nilai budaya lama dan nilai-nilai budaya 

baru itu, Mahmud Syaltut tumbuh dan berkembang sejalan 

dengan berkembangnya sosial budaya baru, tentu saja pemikiran 

hukum Mahmud Syaltut tidak bisa lepas dari latar belakang 

faktor sosial budaya tersebut. Interaksi sosial budaya eropa 

dengan masyarakat Mesir yang begitu intens, berakibat merubah 

cara pandang dan cara berfikir masyarakat Mesir. Berubahnya 

cara pandang dan berubahnya struktur masyarakat Mesir, 
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berpengaruh pula terhadap pemikiran hukum Mahmud 

Syaltut.
132

 

Latar belakang kehidupan Mahmud Syaltut dari segi 

pendidikan dan pergaulannya yang luas telah membentuk pola 

berfikir dan mewarnai alur pemikirannya. Sementara itu 

pergolakan politik dan adanya wacana pembaharuan sebelum 

Mahmud Syaltut lahir, ternyata kemudian memberi pula 

pengaruh yang signifikan kepadanya.
133

Di tambah juga 

pergaulannya yang begitu luas dan interaksinya dengan teman 

yang berpendidikan eropa sehingga menambah wawasan baru 

dalam pemikirannya. Kemudian menjadikan Mahmud Syaltut 

sangat kuat berorientasi pada pemikiran pembaharuan dalam 

ijtihadnya. 

Dalam masalah jinayah terlihat pemikiran Mahmud 

Syaltut yang orisinil yaitu meletakan supremasi hukum diatas 

sekat-sekat sosial agama, sosial kemasyarakatan dan perbedaan 

gender. Berdasarkan prinsip keadilan, persamaan hak dihadapan 

hukum dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Yang relevan 

pula dengan tuntutan dan perkembangan saat ini. Sebagaimana 

yang diketahui bahwa Mahmud Syaltut sebagai ulama yang 
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tidak mengikuti salah satu aliran madhab hukum yang ada.
134

 Ia 

bebas dalam menentukan pemikiran hukumnya.  Oleh karena itu 

dalam penafsiran ayat-ayat pun, ia mempunyai kebebasan 

berfikir menurut visinya dan mempunyai relevansi kedepan. Ia 

tergolong ulama yang mengembangkan penafsiran al-maudui 

(tematik), dengan itu memberikan konklusi hukum yang berbeda 

pula. Sumber hukum yang dipegang oleh Syaltut dalam 

berijtihad sebagaimana yang dikemukakannnya adalah al-

Qur‟an, al-sunnah dan al-ra‟yu. Dalam pandangan Syaltut, ia 

tidak memasukan terjemah al-qur‟an dan penafsirannya sebagai 

al-Qur‟an, karena penafsiran itu telah tercampur dengan opini 

manusia. Mengenai al-Sunnah, ia berpendapat, bahwa tidak 

semua al-Sunnah itu menjadi sumber hukum. Al-Sunnah yang 

tidak menjadi sumber hukum  itu adalah prilaku dan kebiasaan 

nabi sebagai manusia. Seperti kebiasaan beliau makan, minum, 

tidur atau berjalan dan mengunjungi sahabatnya, memberikan 

pertolongan dan sebagainya. Sedangkan al-Sunnah yang 

menjadi sumber hukum menurutnya ialah hal-hal yang berasal 

dari nabi Muhammad melalui sifat tablig, karena fungsinya 

sebagai rasul seperti memperjelas kandungan al-Qur‟an yang 

masih memberikan garis besar (mujmal). Syaltut lebih 
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mengutamakan al-ra‟yu dalam pemikiran hukumnya daripada 

menggunakan hadist yang dirasa tidak kuat. Al-ra‟yu yang 

digunakannnya terhadap pada masalah yang tidak ada nasnya 

relevan pada masalah-masalah masa kini. Al-ra‟yu menurut Ibnu 

Qayyim adalah suatu pandangan dan pemikiran yang timbul dari 

hati nurani setelah melalui perenungan, dan penelitian yang 

mendalam. Ia timbul dari proses berfikir yang matang dan 

mendalam, dalam rangka mencapai suatu kebenaran berdasarkan 

indikasi yang ada.
135

 Kaitannya dengan upaya pengistimbatan 

hukum, suatu pendapat dikatakan sebagai al-ra‟yu yang sahih 

(benar), manakala pendapat itu diawali dengan pemikiran dan 

renungan berfikir terhadap masalah yang akan ditetapkan 

hukumnya. Kemudian dengan memperhatikan berbagai indikasi 

lingkungan yang melingkupi masalah tersebut, sehingga hasil 

ijtihad seorang mujtahid itu tidak menyimpang dari kehendak 

syara‟. Kebutuhan menggunakan al-ra‟yu bertambah besar, 

ketika menghadapi permasalahan yang tidak terdapat dalam nas. 

Sedangkan permasalahan yang tidak terdapat dalam nas akan 

bertambah luas, sejalan dengan perkembangan iptek dan 

kemajuan peradaban manusia. Bahwa sesungguhnya peristiwa 

itu selalu berkembang dan tidak ada kesudahannnya, sementara 
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itu nas telah berakhir. Disini al-ra‟yu memegang peranan yang 

sangat potensial. 

Faktor yang mempengaruhi pemikiran hukumnya yaitu 

mendasarkan pendapatnya dengan mereduksi pemahaman 

sebuah hadist, manakala sebuah hadist itu dirasa bertentangan 

dengan rasa keadilan dan tidak selaras pula dengan nas lainnya. 

Pendapatnya tersebut mencerminkan visi hukumnya yang 

mendasarkan nilai kemanusiaan yang luhur serta mengangkat 

harkat manusia yang berbudaya, bermartabat dan berperadaban 

sebagai prinsip kehidupan yang harus dijunjung dan dihargai. 

Relevansi pemikirannya itu sesuai dengan prinsip masyarakat 

madani (civil society) saat ini yang menjadi dambaan peradaban 

dunia. Pemikirannya itu selaras pula dengan al-masalih al-

khamsah  yang salah satunya menjaga jiwa (hifd al-nafs) suatu 

hal yang sangat primer dalam kehidupan manusia. 

Faktor yang juga mempengaruhi pendapat Mahmud 

Syaltut dalam membolehkan saksi dari kalangan nonmuslim 

terhadap orang Islam, baik dalam masalah muamalah maupun 

masalah pidana, karena beliau terdorong oleh visinya yang kuat 

ingin menegakan persamaan hak di hadapan hukum atas nama 
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keadilan dan kemanusiaan tanpa ada diskriminasi.
136

 Menurut 

Mahmud Syaltut, suatu pendapat yang dihasilkan oleh ijtihad 

dari pemahaman terhadap nas al-Qur‟an dan al-Sunah, bukan 

merupakan ajaran yang harus diikuti begitu saja, melainkan hal 

itu merupakan pendapat dari berbagai pendapat yang diperoleh 

dari memahami ayat al-Qur‟an yang mungkin mengadung 

berbagai pengertian.
137

 Oleh karena itu menurut Mahmud 

Syaltut setiap orang yang mampu memahami nas al-Qur‟an 

diperkenankan melakukan ijtihadnya sendiri. Lebih lanjut ia 

menyatakan sebagai berikut 

 َِِّْٓ ُِْ٘ش١ِْغَا ٌِْٛوُشَرَ ًْثَ ُٗؿَجِز٠ََ ْْأَ بطِإٌَ َِِٓ ذِدَٝ اٍََؾَ ُُِِْْٕٙ ذُادَِٚ تُج٠ٌَُِْٛب

138شِػْإٌََٚ ش١ِْىِفْخَ اٌز٠ََشَدِ ُِْٙفٌَاْ خ١ٍَُِْ٘أَ ٌَُٗ
 

Tidak seorangpun dari para mujtahid itu mengharuskan kepada 

seorang untuk mengikutinya, bahkan mereka itu membiarkan 

kepada lainnya, yaitu suatu kebebasan berfikir dan kebebasan 

pengkajian bagi yang memiliki keahlian memahami nas. 

Mahmud Syaltut adalah ulama yang memiliki kebebasan 

berfikir dalam memahami pesan-pesan nas,
139

 namun demikian 

ia juga memiliki prinsip yang sama dengan ulama lainnya, yaitu 
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terhadap ayat yang qat‟i tidak ada ijtihad untuk itu. Seperti yang 

diungkapkanya dalam salah satu pendapatnya sebagai berikut: 

٠َِّْْئِبٌْوَ خ١ٍَُِطْالَأ دُبءِمَؿَباٌَِْأَ  ةِْٛجُُٛوَ خِؿ٠َْشِاٌشَ يِْٛطُأَُٚ شِخِبَاٌْ ١ََِْٛاٌَٚ بلِلهثِ ب

ََّٚ عِشْؿٌِاَٚ ظِفْإٌَ خَِِشْدَُٚ بحِوَاٌضََٚ بحٍَِاٌظَ ْْفَ بيِاٌ ٝ فِ دْبءَب جََٙطَْٛظُُٔ ئ

َٚبدََٙزِجْاِ ًُِّزَذْبرٌََ خُذَاضَِٚ خ١ََِٕثَ ِْأَشْاٌمُ ََِٙفْأَا  140بب
 

Adapun mengenai pokok aqidah (kepercayaan) seperti iman 

kepada Allah dan hari kiyamat, pokok-pokok syari‟at seperti 

wajibnya sembahyang, wajibnya zakat dan perlindungan 

terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda, maka 

sesungguhnya nas-nasnya telah jelas (qat‟i), tidak 

membutuhkan lagi suatu ijtihad dan pemahaman-pemahaman 

lain. 

Apa yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut tersebut, 

sama dengan apa yang diyakini oleh para ulama pada umumnya 

yang terpantul pada suatu pernyataan sebagai berikut: “Semua 

yang diketahui secara pasti (qat‟i) dalam agama, maka tidak 

tepat untuk memperselisihkanya, dan yang benar itu satu tidak 

ganda”.
141

 Perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan Sahabat 

dan Tabiin (setelah masa sahabat) serta ulama mujtahidin tidak 

menyentuh masalah yang tergolong dalam dasar-dasar agama,
142
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Faktor lain yang mempengaruhi pemikiran Mahmud 

Syaltut dalam pengembangan dan pembaruan hukum Islam 

adalah prinsip mengedepankan persamaan hak dihadapan 

hukum demi keadilan dan nilai kemanusiaan diatas sekat-sekat 

sosial agama, sosial kemasyarakatan dan perbedaan gender. Hal 

ini dapat dilihat dalam pemikirannya mengenai beberapa 

masalah pidana (jinayah). Dalam masalah pidana, secara 

konsisten Mahmud Syaltut berpegang kepada supremasi hukum 

atas dasar: pertama, keadilan yang menurutnya bersifat 

universal. Kedua, kemungkinan yang luhur. Ketiga, persamaan 

hak dihadapan hukum.
143

 Dengan prinsip tersebut,  Mahmud 

Syaltut menolak diskriminasi dalam penerapan hukum. Oleh 

karena itu menurutnya, tidak ada perbedaan perlakuan 

dihadapan hukum antara orang Islam dan nonmuslim. Semuanya 

adalah sama dihadapan hukum. Dengan demikian, melakukan 

supremasi hukum itu menurut Mahmud Syaltut harus diatas 

sekat-sekat sosial agama, sosial kemasyarakatan.
144

 

Pemikirannya mengenai masalah pidana ini, memang berbeda 

pendapat dikalangan jumhur ulama. 
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Pendapatnya tentang persamaan hak di hadapan hukum 

berdasarkan rasa keadilan yang bersifat universal dan nilai 

kemanusiaan yang luhur ini, mencerminkan penolakan terhadap 

adanya diskriminasi suatu perlakuan hukum yang sangat 

ditentang oleh Mahmud Syaltut dalam pemikiran hukumnya. 

Berdasarkan prinsip yang dipegang yaitu berlandaskan kepada 

supremasi hukum atas dasar, keadilan yang bersifat universal, 

kemanusiaan yang luhur serta persamaan hak dihadapan 

hukum,
145

 maka Mahmud Syaltut telah memberikan 

kontribusinya dalam mencairkan sekat-sekat sosial 

kemasyarakatan, sosial keagamaan dan atribut-atribut lain yang 

selama ini masih kokoh dipegang kalangan jumhur. Dengan 

demikian, dalam sosial politik dewasa ini, dimana orang Islam 

hidup berdampingan dengan warga nonmuslim dalam suatu 

wadah negara bangsa dan dalam suatu komunitas masyarakat 

yang heterogen.
146

 

Apalagi saat ini hak asasi manusia merupakan wacana 

yang menjadi acuan ditegakkannya nilai kemanusiaan, maka 

sudah tentu pemikiran Mahmud Syaltut ini mendapatkan 

                                                           
145

 Abdul Salam Arief, Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam 

Antara Fakta Dan Realita, hlm. 192. 
146

 Ibid. 



 
 

97 
 

momentum yang sangat strategis.
147

 Persamaan hak dihadapan 

hukum sesungguhnya telah ditegaskan oleh nabi dalam 

hadistnya berikut ini: 

ُٙ َٔ ُْ أَ َْ لَجٍَْىُ ْٓ وَب ٍََ٘هَ ِ َّب  ْٛيُ الله ص َ إَٔ ْٓ ؾَبءشَخَ لَبٌَذْ : لَبيَ سَعُ ُْ ؾَ

َْ اٌْذَذَ ْٛ ُّ ْٛا ٠ُم١ْ َْ وَبُٔ ْٛ ٠ََٚزَشَوُ َٛاضؽ  َّ غٟ ث١َذٖ ؾٍََٝ شَش٠ْف ٚاٌَزٞ َٔفْ ؾٍََٝ اٌْ

َّخُ ْٛفَبط ْٕذَ ٌَ َّذ عَشَلَذْ ٌمَطَمْ ث ٠َ148ذَ٘بَ ذُُِذَ
 

Sesungguhnya telah binasa(celaka) orang sebelum kamu yaitu 

mereka menegakan hukuman had terhadap orang hina (dari 

lapisan masyarakat rendah) dan mereka tidak menjatuhkannya 

terhadap orang mulia (dari kalangan masyarakat atas). Demi 

zat yang jiwaku ada dalam kekuasaan-Nya, seandainya fatimah 

putri muhammad itu mencuri niscaya akan aku potong 

tangannya. 

Penegasan nabi tersebut memberikan anjuran 

ditegakannya suatu perlakuan yang adil mengenai persamaan 

hak dihadapan hukum, tanpa memandang stratifikasi perbedaan 

sosial antara orang kaya dan miskin antara orang Islam dan 

nonmuslim. 

Demikianlah faktor-faktor yang mempengaruhi Mahmud 

Syaltut dalam beristimbat, sehingga beliau berpendapat bahwa 
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persaksian nonmuslim atas orang Islam diperbolehkan, bahkan 

beliau perpendapat kedudukan dari saksi nonmuslim ini sama 

dengan saksi dari kalangan orang Islam, faktor yang paling 

mempengaruhi pemikirannya adalah beliau sangat menjunjung 

tinggi tentang persamaan hak bagi manusia terlepas dari 

golongan manapun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


